
BUPAT1 KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG 
NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZ1N BELAJAR DAN 1KATAN BELAJAR 

.DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkatr cita-cita bangsa khususnya 
memajukan kesejahteraan umum, n i.encerdaskan 
kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, perlu adanya 
dukurjgan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sip.il 

. yang berkbalitas ' dan professional dalam pelaksanaan 
tugas pemerintahan, pembangunan. dan pelayanan. 
kemasyarakatan;

b, bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
dan profesionalisme, maka perlu diberikan kesempatan bagi 
Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemeriutah Dae rah 
Kabupaten Kupang, raahasiswa, dan siswa a sal Kabu paten 
Kupang untuk mengikuti tugas belajar, izin belajar dan 
ikatan belajar;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8
Tahun 1987 Lenlang Bantuan, Tugas Belajar dan Ikatan 
Belajar, sudah Lidak sesuai dengnn peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga untuk 
menciptakan kepastian hukum. dalam pelaksanaan tugas 
belajar, izin belajar dan ikatan belajar, perlu mencabut 
Peraturan Daerah tersebut mefaiui pembeulukan Perai uran 
Dae rah Kabupaten Kupang ten tang 'Tugas Belajar, 
Izin Belajar, dan Ikatan Belajar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dor; huruf e perluo
menetapkan Peraturan Daerah lenlang ’Tunas Belajar, Izin 
Belajar clan Ikatan belajar;

Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang* Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ;^ ^



2. Undang-Undang . Nomor 69 Tahun 1968
Pembentukan Daerah-daerah Tingkal H  ̂  ̂ a a n
Wilayah * Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Ttmggara 
Barat. dan Nusa Te'nggara Timur (Lembaran Negara Repubmk 
Indonesia Tahun 1958 Nomor-122, Tambahan Leinbara 
Negara Republik Indonesia Nomor 1665),

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaian 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

: Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan
BUPAT1 KUPANG 

MEMUTUSKAN:
e

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, -4£IN 
BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR. .

: . BAB I '
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. * •
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang.selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negen 

Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
5. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang 

berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam■ negeri 
maupun diJuar negeri dan dibebas tugaskan dari tugas kedinasan serta 
biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemei intah Proviusi, 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Lain atau pihak kefigu.

6. Izin belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh 
Pejabat yang berwenang Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkati ke 
jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi at&u yang sera/a, baik dalam 
maupun luar daerah.atas permintaan sendiri, dengan tidak meninggalkan
tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pegawai Negeri Sir,.! 
yang bersangkutam.fyv/



7.

9.

ikatan Beiajar adalah kesempatan beiajar ya0 g diberikan oleh Pejabat yang 
berwenang ' kepada siswa/sisw, yang berpreatas, dan
mahasiswa/rhahasiswi kader potensial yang bukan PNS untuk 
rnengikuti/melanj utkan pendidikan formal yang lebih tmggi alau yang sel ara 
pada salah satu lembaga pendidikan formal.
Kader Potensial adalah mahasiswa yang sedang rnengikuti pendidikan pada 
Perguruan Tihggi di dalam negeri yang memiliki kemampuan dan kecakapan 
serta berprestasi pada biding tertpnLu sesuai dengan kebutuhan Pemermtan 
Daerah yang sebagian biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah.Daerah 
sesuai kemampuan keuangan daerah.
Siswa Benprpstasi adalah siswa tamatan Sekolah Meuengah Unuim 
atau Keiuruan ,yang telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang
akademik. „

10. Perangkat Daeraluadalah Perangkat Daerah lingkup Peineiintah Kabupaten
Kupang. y

11. Rekomendasi Tugas Beiajar, Izin Beiajar dan Ikatan Beiajar yang selanjutnya 
disebut Rekdmqndasi adalah surat persetujuan pejabat yang berwenang. 
yang diberikan. kepada PNS, mahasiswa dan siswa yang akan rnengikuti 
pendidikan dengan status Tugas Beiajar, Izin Beiajar dan Ikatan Beiajar 
sebelumPNSy mahasiswa dan siswa yang bersangkutan mengikliti 
pendidikan.

12. Perguruan Tingggi adalah. Universitas, Institut, Sekolah 'Pinggi, Akademi aiau 
sederajat yanjg terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan 
dari Menteri iyang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau 
pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
berwenang rrjenyelenggarakan pendidikan, baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri ; sebagai tempat PNS, mahasiswa dah siswa rnengikuti 
pendidikan. .

13. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui atau dihargai clan diperoleh 
dari sekolah a.tau perguruan tinggi negeri atau yang diperoleh dari sekolah 
atau perguruan’ tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah 
mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang lxirianggungjawab 
di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturar: 
perundang-undangan y.ang berlaku berwenang menyelenggarakan 
pendidikan yang menunjukkan seseorang telah berhasil _ lulus 
menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal.

14. Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggarap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.

: ' Pasal2

(1.) Maksud pemberian Tugas Beiajar adalah untuk meningkatknn kompetensi 
PNS yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku, loyalitas dan 
prestasi.

(2) lujuan pemberian Tugas Beiajar adalah untuk meningkatkun kualitas dan 
profesionalisme PNS dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengalxliariyli 
bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pasal3

(1) Maksud pemberian Ikatan Beiajar adalah untuk meningkatkun pengetahuan 
mahasiswa aj.au, mahasiswi kader potensial dan siswa atau siswi yang telah 
menunjukkap dedikasi, perilaku dan prestasi.

(2) Tujuan pemberian Ikatan Beiajar adalah untuk menyediakan 
sumber daya manusia yang berkualitas * serta profestonal dalam 
melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian di Mdeng Pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.^/'



Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Tugas Belajar, lain Belajar dan Ikatan Belajar dalani 

Peraturari Daerati ini meliputi:
a. perencanaan; .j • .
b. kewenangan;
c. persyaratan;
d. hak dan kewajiban; ,
e. perjanjian; ’
f. pembiayaan;
g. jangka waktu,.perpanjangan dan pembatalan, dan
h. monitoring dan evalua^i. '

Pasal 5 .

(1) Tugas Belajar dan lain Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan kepada PNS.

(2) Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada.
a. mahasiswa kader potensial program bantuan peningkaian 

prestasi akademik;
b. siswa berprestasi program bantuan belajar mahasiswa.

, BAB 11
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan 
kebutuhan 'I'ugas Belajar, lzin Belajar dan . Ikatan Belajar dalam 
Rencana Stiiategis Perangkat Daerah dan dijgbarkan dalam Rencana Kerja 
Tahunan.

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud padaayat(l) wajib dikoordinasikan
Kepala Perangkat Daerah dengan Sekretaris Daerah midalui Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerincihan di bidang 
kepegawaian. s .

(3) Penyusunan rencana ° kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Daerah dan analisis 
beban kerja meliputi:
a. bidang ilmu atau kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
b. jenis keahlian dan/atau keterampilart yang dibutuhkan; dan
c. lembaga pendidikan yang akan dituju.

Pasal7

(1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar, lzin Belajar dan Ikatan Belajar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berisi infoi masi mengenai;
a. bidang peketjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan lzin Belajar; ..
b. jenis keahlian dan/atau ketrampilan yang dibutuhkan;
c. program pendidikan yang direncanakan;



. d. kualifikasi, akademik PNS calon peserta Tugas Belajar, sam paidengan 
strata tigaj berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di setrap ■ 
Perangkat ; Daerah, serta mahasisiwa dan siswa' calon Ikatan Belajar 
berdasarkan prestasi belajar ;

e. lembaga pendidikan tinggi penyelenggara Tugas Belajar dan Ikatan
Belajar; ■!

f. jangka walftu;
g. sumber bi4ya; dan
h. kualifikasi program pendidikan formal yang diperlukan untuk 

rnengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan dan mendukung visi dan 
misi Daerah.

(2) Ketentuan mengenai bentuk Rencana Kebutuhan serta indikalor pemberian 
Tugas Belajiar, ■ Izin Belajar dan Ikatan? Belajar Perangkat Daerah 
sebagaimana) dimaksud pada ayat (1), diatuf dengan Peratumn Bupati.

BAB III
KEWENANGAN 

Pasal 8

Bupati berwenanjg memberikan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

Pasal9

(1) Bupati daljam -memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar 
sebagaimanaj dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan dan

■ mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan' yang 
ditempuh dpngan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai' 
kebutuhan Djaerah, serta kemampuan keuangan Daerah.

(2) Bupati dalaip memberikan Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 harus memperhatikan aspek kemampuan akademis, 
keadilan danj mempertimbangkan keterkaitan kebutuhan pendidikan yang 
ditempuh serjta kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,1 IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Tugas Belajar dan Izin Belajar 

Pasal 10

(1) PNS yang akqm diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
a. administratiffsdan
b. akademik;

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melipmi:
a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati mengetahui 

Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; ■
fotocopy Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah; 
fotocopy Kartu Pegawai;
bekerja di lingkup Pemerintah Daerah paling singkat 1

b.
c.
d.

e.

(satu)
tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai PNS, !<ecuall)untuk 
bidangilmu - yang langka atau kebutuhan orgam'sasi, dapa' 
diberikan; sejak pengangkatan sebagai PNS; '* •
daftar pehilalan pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun ierakhir bernilai 
baik; /
fotocopy keputusan pengangkatan Calon PNSjô /̂



g-
h.

J-

k.

m.
n.
o.

1.
2.

3.
4.

5.

6. tidak

fotocopy kepiltusan pengangkatan PNS; .
fotocopy keputusan pangkat terakhir; . . . , . n.
fotocopy keputusan jabatan terakhir; bagi PNS yang menduduki jabata ... 
rekomenclasi mengikuti Tugas Belajar dari' atasan langsung yang, 
diketahuijoleh kepala Perangkat Daerah; _ ■ . .
surat jjim|man pembiayaan Tugas Belajar khusus.bagi PNS yang sumbei
pembidyaannya non APBD; ■
surat Aet^rangan dari kepala Perangkat Daerah mengenai program studi 
yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan 
kebutuhain pengembangan organisasi;
lulus Seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembagu 
Pendidjikan Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 
surat pernyataan:

tidak sedang menjalankan ctiti di luar tanggungan negara; 
tidjjrk sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke 
Ba<jiar Pertimbangan Kepegawaian;
tidak sedang dalam proses penjatuhan huku'man disiplin; 
tidak $edang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat 
be rat;
tid^k | sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak 
pid;and kejahatan maupun pelanggaran;

sedang dalam melaksanakan pendidikan dan
pelatihan penjenjangan;

7. tidak , pemah gagal dalam - Tugas Belajar yang 
disebabkan oleh kelalaiannya;

8. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena
kesalajhannya; •- .

9. berseqia menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh
Pemerjintah Daerah; dan

10. berseciiia mengabdi di Daerah.
rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pada
lembaga pendidikan; ■
pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktu'ra), 
dan/atau;jabatan fungsional tertentu;
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan; dan 
batas u^ia ' maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas 
belajar msliputi:
1. program Diploma 1, Diploma 11, Diploma 111, dan Program Strata l atau 

setarajberusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; dan 
prpgra|m Program Strata II atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga 
puljuhltujuh) tahun; dan
program Strata III atau setara berusia paling'tinggi 40 (empat puluh) 
tahun.

(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (lfh u ru f b meliputi:
a. lulus ujian seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi 

Swasta yang.terakreditasi, dibuktikan dengan surat keierangan telah 
lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang diikuti;

b. pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas ate u jabatan yang 
akan dipangku dan/atau diarahkan untuk menduduki jabatan 
yang berhubungan dengan pendidikan tersebut; dan 
memenuhi persyaratan akademik yang meliputi pendidikan terakhir dan 
syarat ( lain yang ditentukan oleh' lembaga pendidikan yang-akan 
m enerim a.jvy

P'

q-

r.

2.

3.

c.



Pasal 11

(1) PMS yang akan diberijcan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
a. mengajukan permohonrn^l&Cal'Sr'tertulis"kepada Bupati mengetahui

Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
b. fotocopy Kartp Pegawai;
c. daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik,>
d. sehat jasinani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keteiangan 

dokter iPejnerintah atau Tim Penguji Kesehatan;
e. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara 

atau pengelolah telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan 
Kementeriam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang pendidikan dan untuk Pendidikan Tinggi Swasta terakreditasi 
nilai B;

f. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, dan
g. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin.

(2) PNS izin.belajjar harus menaati ketentuan:
a. pendidjika|n diselenggarakan di luar jam kerja; dan
b. tidak menjgganggu kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua 
Ikatart Belajar

Paragraf 1
Mahasiswa pjotensial Program Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik

Pasal 12

Mahasiswa kader poterjsial yang akan diberikan lkatan Belajarr program 
bantuan peningkatan prestasi akadetnik harus memenuhi persyoratan:
a. indeks prestasi kumulatif untuk setiap jenjang pendidikan minimal 3,00;
b. usia maksimal 3Q tahun; ‘
c. syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan 

Formal yang bersangkutan;
d. surat keterapgan sedang mengikuti pendidikan dari Lembsga Pendidikan 

yang bersangkutan';
e. surat pernyatiaan bersedia untuk mengabdi di Daerah paling singkat 20 (dua 

■ puluh) tahun; dan
f. bersedia menandatangani surat perjanjian lkatan Dinas Program 

Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Siswa Berprestasi Program Bantuan Belajar Mahasiswa

Pasal 13

(1) Siswa berpreptasi yang akan diberikan lkatan Belajar program bantuan 
belajar mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
a. administratif;, dan
b. akademik.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rndiputi;
a. lulusan ^ekolah Menengah Umum atau Kejuruan yang dibuktikan 

dengan f|otocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenanjg;

b. surat pernyataan untuk mengabdi di Daerah setehtii s^lesai lkatan 
Belajar paling rendah 20 (dua puluh) tahun; /



c.

d.

e.

lulus seleksi yang dilaksan akan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga 
Pendidika'h Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah.Daerah; 
lulus ' seleksi ujian masuk PerguTuan Tinggi Negeri 
Swasta yang terakreditasi nilai B; •
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan 
keterangam dokter pemerintah atau tim penguji kesehatun, dan 
bersedia : menandatangani ©Surat Perjanjian Ikatan Dinas 
Yang BerprestaSi Program, Bantu an Belajar Muhasiswa 
Pemerintah Daerah.

atau

surat

:Sisvva 
dengan

(3) Persyaratajn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmcliputi:
a. nilai rapof rata-rata minimal 8,00 dari kelas 1 sampai 3;
b. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama 

pendidikain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala 
Sekolah; ikan ; „

c. syarat laip yang ditentukan oleh lembaga pendidikan formal.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberian Tugas Belajar, lain
Belajar dan.; Ikatan Belajar setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

(2) Ketentuan jebih lanjut mengenai tata cara' peinberian Tugas
.... Belajar, IzinjBelajar dan Ikatan Belajar, diatur dalam Peraturan Bupati.

I
BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu
Tugas Belajar dan Izin Belajar 

v Pasal 15

(1) PNS Tugas Belajar berhak:
a. mendapat biaya pbndidikan T,ugas Belajar sesuai ketnmnpuan keuangan 

Daerah;
b. menerima gaji;
c. menerima kenaikan gaji berkala;
d. mendapat kenaikan pangkat;
e. mendapat penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja; dan
1. masa mehjalani tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

(2) PNS Tugas Bblajar berkewajiban:
a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan 

langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan 

Tugas Belajar;
c. tpenyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
d. melaporkan ' keberadaannya kepada Perwakilan Republik 

Indonesia di negara tempat Tugas Belajar dalarri hal tugas belajar ke 
luar negeri;

e. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat iinggal kepada 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggurakan urusan 
pemerints|hah di bidang kepegawaian;

f. melapcirk^n perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati 
melalui l£epala Perangkat Daerah yang/menyelenggarakan urusan
pemerihtathan di bidang kepegawaian; fry



G )

h.

J-
k.

rn.

n.

(3)

(4)

(5)

melaporkan kemajuan belajar p e r , semester kepada m p * t i  m e'ajvi
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan uriK.an
pemerintahan di bidang kepegawaian, '
mengajlukkn permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabua 
dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan
sebeluijn masa Tugas‘Belajar yang-ditentukan berakb-ir, .
melapojrkan • secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala 
Perangkati Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kepegawaian perihal akan berakhirnya Tugas Belajar, 
indeks prestasi komulatif paling rendah 2,75 (dua koma iujuh lirtta), 
melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Kepala 
Perangkat; Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang 
bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa 
melaksanakan Tugas Belajar; ,
mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang lelah ditorirna 
kepada Paerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar; dan ■ .
setelah selesal Tugas Belajar kembali bertugas di Daerah 
paling ■ cepat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas 
terhitung sejak tanggal selesai Tugas Belajar. .

Kecuali dalam ' hal yang bersangkutan meninggal di.mia dan/atau'
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan 
Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagiamana dimaksud pada ay at (2) huruf a 
sampai dengsjn huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lipan;
b. teguran tertulis; atau
c. penghentijan pembiayaan.
Kecuali dalqm . hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan'dan dibuktikan dengan 
Surat Ketejraiigan dari dm dokter Pemerintah, PNS yang tidak
melaksan^kajn kewajiban sebagaimana dimaksud pada ay at (2) huruf i 
sampai dengan huruf 1 dikenakan admnistratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tprtulis; atau
c. denda administratif.
Kecuali dalam hal, yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan 
Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana. dimaksud pada ayat (2 )-huruf m 
dikenakan sajnksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya pendidikan 
yang telah diterima.

- Pasal 16

(1) PNS Izin Belajjar berhak: 1
a. menerimaj gaji; ' .
b. menerjmat kenaikan gaji berkala;
c. mendapat kenaikan pangkat;
d. xnendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
e. masa mepjaldni Izin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

(2) PNS Izin Belajar berkewajiban:
a. melapork.tn kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan



,b.

c.

fne“ a7 4 r T ™ o h o n an perpanjangan masa If Bel j r
apabil^dqnungkinkan untuk program lzxn Belajar yang beisangku 
sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir;
melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Pe^ngkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtalmn di bidang 
kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan seteiah yang bersangkutar 
menyelesakan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin
Belajar) da[n , , ;

u. mentaajti sleluruh peraturan perundang-undangan yang uerlaku.
(3) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada aya 

(2) dikenakanisanksi administratif berupa:

d.

a. teguran lisan;,
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan izin.

i

Bagian Kedua 
Ikatan Belajar

Paragraf1
Mahasiswa Potensial Program Bantuan Peningkatan Presto si Akademik

Pasal 17:

(1) Mahasiswa k^der potensial Ikatan Belajar yang mengikuti program bantuan
peningkatan prestaai akademik berhak:
a. memperoleh ( sebagian biaya pendidikan sesuai ketnampuan

keuangan Daerah; dan ‘
b. hak lain yang diatur dalam perjanjian ikatan Belajar.

(2) Mahasiswa kader potensial Ikatan Belajar yang mengikuti program bantuan
peningkatan prestasi akademik wajib:
a. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada 

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;

b. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui 
Kepalaj Petangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidajng kepegawaian;

c. melapdrkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui 
Kepalaj Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang jkepegawaian;

d. mengajukjan permohonan perpanjangan masa Ikatan Dinas,
apabila djmungkinkan untuk program studi yang bersangkutan 
sebelum j masa Ikatan Belajar yang ditentukan berakhir;

e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan seteiah yang 
bersangkptan menyelesaikan Ikatan Belajar atau berakhir masa 
melaksanakan Ikatan Belajar;

f. mentaati peluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku; - .
g. membayajr sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima 

kepada Daerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur 
dalam jPeifjanjian Ikatan Belajar; dan

h. seteiah. s^lespi Ikatan Belajar kembali bertugas di Daerah paling cepat 
untukJapgka waktu 20 (dua 
tanggail selesai Ikatan Belajar.

puhjh^ tahun masa tugas terhitung $ejak



(3)

.(4)

Kecuali dalam -hah yang bersangkutan menmggal
cacat jasm|anj/roham yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan denga) 
Surat Ketbrajngan dari tim dokter Pemenntah, Mahasjswa yang t dak 
melaksanakad kewajiban sebagiamana dimaksud pada p a t  (2) nurui 
sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif bet PP'1 •
a. teguran lisan; ■
b. teguran teirtulis; atau ;
c. penghqntian pembiayaan.
Kecuali halam hal yang bersangkutan meninggal duma dan/atau 
cacat jasmani/rohani-yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan 
Surat Keterajngan dari tim dokter Ppmerintah, Mahas.swa yang tidak 
melaksanak ah kewajiban sebagaimana. dimaksud' pada ayat (2) 
huruf g dikenakan admnistratif berupa: ■ j
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau !
c. denda kdministratif. .;

(5) Kecuali dalam : hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau 
cacat jasnjan ./rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dijbuktikan dengan 
Surat Keterajngan dari tim dokter Pemerlntah, Mahasfswa yang tidak 
melaksanakah kewajiban sebagaimana dimaksud pada kyat (2) huruf h 
dikenakan sajnksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya pendidikan 
yang telah: ditierima.

Paragraf 2 •
Sfswa Berprestasi Program Bantuan Belajar Mahasiswa

, . Pasal 18 ' •

(1) Siswa Ikata^n Dinas yang mengikuti program bantuan belajar
mahasiswd berhak:
a. mempbroieh sebagian biaya pendidikan sesuai kematnpuan keuangan 

Dderah; dan
b. hak laijn yang diatur dalam perjanjian Ikatan Belajar.

(2) Siswa sebdgajmana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ikatan 

Belajar;
b. menyeles^ikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempait tinggal kepada 

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusaii {jemerintahan di bidang kepegawaian;

d. melapprkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melaliii 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidaing jkepegawaian;

e. melaporkan kemajuan belajar per semester kepada Bupati melalui 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidajng kepegawaian;

f. mengajukan permohonan perpanjangan masa Ikatan Dinas,
apabila dimungkinkan untuk program studi yang bersangkutan 
sebelum imasa Ikatan Belajar yang ditentukan berakhir;

g. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang betiaku;
h. melaporkan seeara tertulis kepada- Bupati melalui Kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan .pemerintahan di 
bidangj kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang 
bersanjgkiitan menyelesaikan Ikatan Belajar atau berakhir > masa 
melaksankkan Ikatan Belajar; ^ /



(3)

i. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah ditenma ,
kepada Ctaerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana cliatur 
dalam Perjanjian Ikatan Belajar; dan ,

j. setelah selesai [katan.Belajar.kembali bertrugas di Dam ah paling cepat
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas terhitung sejak 
tanggal sqlesai Ikatan Belajar. , ' .

Kecuali dalam ' hal yang bersangkdtan meninggal dunia dan/.atau
cacat jasmarti/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan 
Surat Keterangan dari tim dokter i Pemerintah, Siswa yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
sampai depggn huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:

, a. teguran li.^an; •-
b. teguran tertulis; atau
c. penghentian pembiayaan.

(4) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
cacat jasmani/rohanf yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan 
Surat Kejterangan dari tim dokter Pemerintah,, Siswa yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan 
huruf i dikenakan admnistratif berupa:
a. tegurap lisan;
b. tegurah tertulis; atau
c. denda iadministratif.

(5) Kecuali dalam , hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
cacat jasmian /rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan 
Surat Kejtenuigan dari tim dokter Pemerintah, Siswa yang tidak
melaksanakaji kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf j dijteriakan sanksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya 
pendidikarji yang telah diterima.

BAB VI 
PERJANJIAN

(1)

(2 )

(3)

Pasal 19

Pelaksanaan Tugas belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar didasarkan pada 
Perjanjian. yalng phtandatangani oleh PNS, siswa dan mahasiswa 
kader potensipl dengan Bupati.
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) ditandatangam 
oleh paia pihak sebelum diterbitkan Keputusan Bupati ten tang Pembenan 
Tugas Belajari, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.
Materi Perjahjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 
memuat: ' *
a. subjek perjanjian;
b. objek perjanjian;
c. ruang lingkup perjanjian;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka;wa|ktu perjanjian;
f. berakhlirnya perjanjian;
g. sanksi; !
h. keadaan rhemaksa;
i. penyelesaian perselisihan; dan
j. diikutserthkannya keluarga PNS, keluarga siswa, dan keluarga 

mahasiswa kader potensial turltuk menanggung ganti rugi kecuali bagi 
PNS pqseita izin belajar. |u /



(41 Perianjiani jpelaksanaan Tugas Belajar, !zm , , BelaJ,aI  .
ika{“  pinjas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.buat d.hadapan

saksi. :

BAB VII 
PEMBIAYAAN

Pasal 20
«

(1) Biaya Tugas Belajar dapat’ bersumber dari:
a. APBD;
b. APBD Provinsi;
c. APBN;:ataiu
d. bantusjn pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

(2) Biaya Izin Belajar bersumber dari:
a. PMS peseifta izin belajar; dan
b. bantudn pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

(3) ' Biaya lkatan Belajar dapat bersumber dari APBD.

Pasal 21

( 2).

Besaran biay^ pendidikan untuk Tugas Belajar yang bersumber dari APBD 
sebagaimana jdimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dianggarkan setiap 
tahun anggarjan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
Besaran biaya pendidikan untuk lkatan Belajar yang bersumber dari APBD 
sebagaimajna dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dengan ketentuan:
a. bagi diswa 'yang mendapat program bantuan belajar mahasiswa 

ditang^ung sepenuhnya yang dianggarkan ■ dalam setiap 
tahun I anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerahjdan

b. bagi mahasiswa kader potensial ~ yang mengikuti program 
bantuan $eningkatan prestasi akademik,dianggarkan dalam satu tahun 
anggaran isesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

UlmKetentuan lebih lanjut mehgenai tata cara pembayaran dan kornponen biaya 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan 
Bupati. - • ‘

(2) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Vlll
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN PENDIDIKAN

Pasal 23

Kecuali mahasiswa kader potensial yang mengikuti program bantuan 
peningkatan prestasi akademik, Jangka waktu Tugas Belajar, Izin Belajar dan 
lkatan Belajar m^liputi program: 
a. diploma I pali|ng lama 1 tahun; 

diploma II paling lama 2 tahun; 
diploma HI paling lama 3 tahun; 
diploma IVj atiu 'Strata I paling lama 4 tahun;

b.
c.
d.
e.
f.

strata I transfer paling lama 2 tahun; / 
strata dua; pajing lama 2 tahun; danO\/



g- strata tiga paling lama 4 tahun.
Pasal 24

(1) PNS TugasiBe

(2)

(3)

b.

c.
d.

(M

( 2 )

(3)

(4)

(5)

(6 )

JelLajar dan siswa Ikatan Belajar yang tidak dapat menyelesaik^ 
penaiaiKa.ii dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
berdasarkdn alasan yang sah dapat dibenkan perpanjangan , bat
Perpanjanianj sebagaimana dimaksud pada ayat (1 , d ia ju k ^  p ^ ng 
3 (tiga) bufpn sebelum berakhimya masa Tugas Belajar dan Ikatan Belajcm , 
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibenkan paling 
lama 1 (satii) ,|tahun akademik dalam hal: •-
a. yang tier sjangku tan mengajukan permohonan kepada Bupati rnelalu 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidatig kepegawaian,
’ sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau 

tim penguji;
keterlambiatan terjadi bukan karena kelalaiannya; dan 
mendapat; rekomendasi' • dari * pimpinan lembaga
pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 25 '

Berdasarkan;j permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2), Btipati menetapkan keputusan perpanjangan jangka waktu 
Tugas Belajar] atau Ikatan Belajar.
PNS Tugas | Belajar dan siswa Ikatan Belajar' yang mendapatkan 
keputusan pejrpanjangan jangka waktu Tugas Belajar a tau 1 
Ikatan Dinas wajib menyelesaikan pendidikdn dalam jangka
waktu sesuai keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat' (1). , -
Apabila setelpii diberikan perpanjangan jangka, waktu pendidikan 
ternyata j[ang bersangkutan belum juga menyelesaikan pendidikannya, 
maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari status Tugas Belajar 
atau Ikatan Eelajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dalam hal , Bupati memberhentikan status Tugas Belajar,
maka PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diubah status menjadi 
Izin Belajar. .
Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
sesuai peratUjran perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal d'unia dan/atau 
cacat jasmani/ro'hani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan 
Surat'Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS Tugas Belajar dan siswa 
Ikatan Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikenakan eanksi keperdataan Jrerupa gam i rugi atas biava 
pendidikan yang telah diterima.

Pasal 26 •

(1) Bupati dapat mencabut Keputusan Pemberian Tpgas Belajar, Izin Belajai 
dan Ikatan Belajar sebelum keberangkatan ke tempai pelaksanaan 
pendidikan maupun selama dalam mengikuti pendidikan.

[2\ Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ■ hanya 
dilakukanj apabila; '■ •
a. terdapat bukti yang sah bahwa PNS, siswa dan niahasiswa kader 

potensjal tidak memenuhi syarat;
b. PNS dijjatphi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
c. tidak betfangkat ke tempat pelaksanaan sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan; <k /



d.
e.

f.
g.
h.

telah tfiben

;3)

mengajukan permohonan pengunduran diri; 
tidak melaporkan kemajuan belajamya meskipun 
peringatari; ,
bekerja; diljuaf kegiatan belajar kecuali bagi PNS Izin Belajar; •- .
setelahididvaluasi tidak mampu menyelesaikan pendidikan yang diikuti; 
tidak dapat melaksanakan pendidikan karena hal
peristiwa diluar Jttemampuannya;

i. tidak melaksanakan pendidikan sesuai Perjanjian tugas Belajar, izin
Belajar/t^u tkatan Belajar; dan '

j. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tirn penguji 
kesehaj:anj dan mengakibatkan yang bersangkutan tidak 
mungk.n j menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang 
ditentukan. '■

Pencabutan ! keputusan sebagaimana dimakstid ■ pada ayat (1) 
dilakukan; berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang 
rnenyelenggaijakan urusan pemerintahan~di bidang kepegawaian dengan 
melampirkan: bukti atau kelengkapan data pendukung sebagaimana 
dirnaksud pacja a-yat (2).

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI • ^

Pasal 27

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan jTu gas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

(2) Monitoring sebagaimana dirnaksud pada ayat (lj dilakukan untuk :
a. mengetahui keberhasilan pendidikan;
b. pemberian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaaan;
c. mengetahui keberadaaan tempat tinggal; dan •• .
d. mengetahui perilaku PNS dan Mahasiswa.

- Pasal 28

(1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan evaluasi' terhadap manfaat 
Tugas, Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar kepada PNS, mahasiswa 
dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan terhadap pelaksanaan 
tugasnya.

(2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian 
Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar, serta st'hagai bentuk 
akuntabili|tasi penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan 
Belajar.

Pasal 29

(1) Basil monitoring dai\ evaluasi sebagaimana dirnaksud da kun Pasal 27 dun 
Pasal 28 disampaikan • secara berkala * kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l j  
dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menglientikan
atau inelanjjatkan pendidikan dan/atau pemberian bantuun biaya 
pendid ikan .^/ “  : '.



BAB X
SANKS1 ADMINISTRATE

Pasal 30

Ketentuan mengpnai ' tatacara pengenaan sanksi denVrTavaJ
keperdataan sebaigaiana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3* f  "  f , , ,
(Si; Pasal 16 ayat!(3)i Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5), 1 asal 18 ayat (5) 
sampai dengan ayat (5) dan Pasal 25 ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

1 . BAB XI
KETENTUAN PERAL1HAN

Pasal 31 ■

Tugas Belajar, Ipin, Belajar, dan Ikatan Belajar yang sedang dilaksanakan 
sebelurn ditetapl^annya Peraturan Daerah ini dinyatakan. tetap berlaku dan 
dalam waktu i piling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini 
ditetapkan dildkqkan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

PNS, siswa atau mahasiswa kader potensial yang sedang dalam proses dan pada 
saat Peraturan Daerah ini ditetapkan belum diputuskan sebagai PNS Tugas 
Belajar atau Izin Belajar dan siswa1 atau mahasiswa kader potensial Ikatan 
Belajar, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
.■ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II: Kupang Nomor 8 Tahun 1987 ten tang Ban tuan. Ikatan Belajar 
dan Tugas Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang 
Tahun ,1987 Nomor 286, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kupang Nomor 286 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pada saat Peratpran Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Daerah 
Tingkat II Kujpapg ’Nomor 370 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor '8 Tahun 1987 tentang 
Bantuan, Ikatan: Belajar dan Tugas Belajar, dicabut dan dinyatakan ■ tidak
berlaku. 0\ S



Pasal 35

Peraturan. Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meng^tahuinya, tnemerintahkan pengundangan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeiah 
Kupang. ,

Peraturan
Kabupalen

Ditetapkan di Oelamasi

Diundangkan di Oelamasi 
pada tanggal ^2 Ijdaret 2019

^SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

lyOBETLAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 4

KUPANG,\

REGISTRASl PERATURAN DAERAH KABUPATEN' KUPANG PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR NOMOR 04/2019



PENJELASAN
ATAS

PERATURANi DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2019 
1 - TENTANG

TUGAS BELAJAR, iZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Sejalan, dengan tuntutan mayarakat dan kompleksitas kebutuhan 
serta permasalahan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat clewasa ini, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang 
yang berkwalitas, profesional, memiliki integritas kepribadian dan 
moral yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat. ad any a dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
professional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangun&n dan 
pelayanan kemasyarakatan tentu akan. mendukung pembangunan dan 
pelayanan masyarakat di daerah Kabupaten Kupang.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
profesionalisrpe dparatur perlu dilakukan dengan memberikan keserhpatan 
bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dan 
mahasiswa serta siswa yang berprestasi berasal dari Kabupaten Kupang 
untuk mengikuti tugas belajar, izin belajar, dan ikatan belajar.

Untuk tertibnya penyelenggaraan tugas belajar, izin belajar 
dan ikatan belajar dimaksud terutama terkait dengan pei syaratan, baik 
persyaratan administratif mapupun persyaratan akadeinis serta lamanya 
waktu belajar) dan pembebanan biaya maka perlu diatur melalui Peraturan 
Daerah dan ,akan dijabarkaji dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai 
peraturan Ipel^ksanaannya.

Peraturan daerah ini terdiri'dari 12 (dua belas) Bab dan 35 (tiga puluh 
lima) pasal yang mengatur secara komprehensif . berkaitan dengan 
Perencanaan;; Kewenangan; Persyaratan; hak dan kewajiban; Petjanjian; 
Pembiayaain; Jangka waktu dan pembatalan; monitoring; evaluasi; dan 
sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas. 

Pasal 2
A ya t(l) .

Yang dimaksudkan dengan dedikasi, perilaku, ioyalitas 
dan ' prestasi dapat dijelaskan sebagai berikut.
Dedikasi adalah Pengabdiari atau pembaktian < 1 i.ri PNS kepada 
pekerj'aan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan 
substansi jabatan dan pekerjaan.
Perilaku adalah Tanggapan atau reaksi individu yang 
terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan atau 
ucapan atau perilaku adalah sekumpulan tindakun yang dimiliki 
oleh 'manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, 
etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Loyalitas. 
Yang dimaksudkan dengan loyalitas 'adalah. 
kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, 
Indang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Insur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai 

! berikut:

U
U



1. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik 
dalam ucapan, sikap, tingkah Iaku, dan pcrbucttan,

2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau 
■ Pemerintah, serta senantiasa mengutamakun kepentmgan

Negara dari pada kepentingan diri sendiri. seseorang, atau
golongan; , ' * ■

3. ; Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan
Lfndang- Undang ■ Dasar 1945, serta selalu berusaha 
mempelaiari haluan Negara, politik Pemerintah, dan 
rencana-renca Pemerintah dengan tujuanuntuk 
melaksanakan tugasnya secara berduyaguna dan 
berhasilguna;

4. Tidak menjadi simpatisan/ahggota perkutnpulan atau tidak
pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuun mengubah 
atau menentang Pancasila Undang-Undaug Dasar
1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau 
Pemerintah;

5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau 
, melakukan tindakan yang dapat dinilai beriujuan; dan

6.. mengubah atau meneritang Pancasila, Undang-Llndang 
Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Pirestasi adalah hasil kerja yang dicapai scorang Pegawai 
Negeri' Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kinerja 
Pegawai dan dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja.

Ay at (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas. ' ‘

Pasal 5 '
: Cukup jelas.

Pasal 6
A ya t(1) , ■ '

Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar clan Ikatan 
Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan 
ketersediaan sumber daya mahusia PNS yang berkompeten 
sesuai standar keahlian atau keterampilan.

Ayat (2)
Cukup jelas. .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7 ’ ‘
Cukup jelas.

Pasal 8 ,
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 /
Cukup jelas.Q\/



Pasal 12
Cukup jelas.; .

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas..

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukyp jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 1
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.,

Pasal 26
Cukup jelas.

' Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas..

Pasal 31
Cukup jelas..

' Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
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